
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR i9t TAHUN 2O2T

TENTANG

PEMBENTUI(AN, KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI' TUGAS' FUNGSI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM

DAERAHJARAGASASAMEHPADADINASKESEHATANI(ABUPATEN
BARITO SELAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk,melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)

dan Pasal 43 ,Peraturan Pemerintah NOmor 18 Tahun

2016 tentang Perangke"t Daerah sebagairnana telah

diubahdenganPeraturanPemerintahNomorT2Tahrun
2}lg tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2,016 tentang Perangkat Daerah dan

PasalTayat(3)danPasalgayat(3)PeraturanDaerah
Nomor 3 Tahun 2A::6 tehtang Pembentukan dan susunan

:rah Kabupaten Barito Selatan, perl'u

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah sakit Umum Daerah

Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito

Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ' tentang

penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953Nomor9)sebagaiUndang.Undang(Lembaran
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Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara

1820);

Tahun 1959 Nomor 72

Republik Indonesia Nomor

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OA9 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOg Nomor 744, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

undang-undang Nomor 44 Tahurl 2OA9 tentang Rumah

sakit (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao9

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 5072);

undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2074 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9a\;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor .244, Tambah Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana

telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2ols ,::tT? Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang' Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia T1,hqn 20'19 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6398);

Undang-UndangNomor30Tahun2ol4tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

Undang-UndangNomorllTahun2o2otentangCipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2a

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2al6 tentang

perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20:16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

6.

7.

8.
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Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2olg tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2a:.8 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6aO\;
peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2ol7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037\

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2a2o tentang Perubahan Atas Peraturan

pemerintah Nomor 11 Tahun 2ol7 tentang Manajemen

pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2a2a Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6a77);

Peraturan Pemerintah 'Nomor +9 Tahun 2ol8 tentang

Manajemen Pe,pwai Pernerintah Dengan Perjanjian Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor
t. ' . .

224, Tarnbahan' Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 626a1;

Peratrrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2aLg Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322lr;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2o2l tentang

penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 57 '

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

665e);

10.

11.

t2.

13. Peraturan Presiden 77 Tahun 2075 tentang Pedoman

organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita



15.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor

157);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a51);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Taltuln 2018

tentangBadanLayananUnitDaerah(BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1273);

peraturan Menter.i Dalam Negeri Nomor 77 Tahrurl 2a2o

ln Daerahtentang Pedoman rem]s 
_r":*."1"T :t"T*j

(Berita Negara nepublik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

t78Ll;
Barito Selatan Nomor 3Peraturan Daerah KabuPaten

Tahun 2O16, tentaog Pembentukan dan Susunan

perangkat Daerah t<abupaten Barito Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten,,B#ito selatan Tahun 2016 Nomor 3,

Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Barito selatan

Nomor 2);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI(AN'

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN

TATAKERJAUNITPELAKSANATEKNISRUMAHSAKIT

UMUMDAERAHJARAGASASAMEHPADADINAS
KESEHATAN I{ABUPATEN BARITO SELATAN.

t6.

t7.

18.

Menetapkan :
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan'

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito selatan.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh adalah Rumah Sakit Umum

Daerah milik Kabupaten Barito Selatan'

7. Unit pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPI, adalah Unit Pelaksana

Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh'

g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

g. Rencana Kegiatan dan i{.nggarar*.'Dinao., adalah Rencana Kegiatan dan

rinas Kesehatan Kabupaten.Barito Selatan

10. Rencana Kegiatan dan AAgg Rumal-lr sakit'adalah Rencana Kegiatan

dan Anggaran Rumah sakit u{IIurn Daerah Jaraga sasameh.

.snis dan n 
"tt 

ielanjutn:ra disebut RBA, adalah Rencana

Bisnis dan Anggaran Rurnah !@Uinu*lDaerah Jaraga Sasameh'

12. Barang Milik Daerah selanjutnya disebut BMD adalah Barang Milik

Daerah Kabupaten Barito,,selatan dalamr,p,enguasaan Rumah sakit Umum

aga Sasameh. 
' 

, 
l'" 

'i 
i 

'''

BAB II

PEMBEITTUI(AN, KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT'
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(2) UPT sebagaimana dimaksud

menyelenggarakan urusan wajib

Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

UPT meruPakan Rumah Sakit Kelas C'

pada aYat (1) dibentuk untuk

dan pilihan yang menjadi kewenangan

(1)

(21

(3)

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

upT adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Daerah dengan

karakteristik dan Unit organisasi yang bersiiat khusus untuk mendukung

penyelengaraan pelayanaan kesehatan daerah sebagai unit pelaksana

teknis Dinas.
:naga medis dan memiliki

kemampuan serta keahlian di bidang perymahsakitan.

Direktur sebagairnana dimaksud Pada ayat {2} bertanslnsiawlb kepada

Kepala Dinas yang dilaksqnakar.t ilalui penyampaian laporan keuangan'

laporan penggunaan ''dan pelratauiahaan BMD dan laporan bidang

kepegawaian. ..:
penyampaian laporan sefuagalmana,'dimaksud pada ayat (3) digunakan

untuk sinkronisasi pencapaiarr hisil: pg6Aa.tgUnan kesehatan daerah'

BagianrKetiga ,

$usunan Organisasi

(4)

(1)

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT terdiri dari:

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahi:

1. Subbagian Umum;

2. Subbagian PerencarTaarl, Evaluasi dan Pelaporan; dan
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3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi dan mengoordinasikan:

1. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik; dan

2. Seksi Fasilitas Pelayanan Medik;

d. Bidang Keperawatan, membawahi dan mengoordinasikan:

1. Seksi Asuhan Keperawatan, Profesi dan Etika Keperawatan; dan

2. Seksi Peningkatan Mutu dan sertifikasi Keperawatan.

e. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi dan mengoordinasikan:

1. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan

2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik'

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Instalasi;

h. Komite;

i. Satuan Pengawas Internal; dan

j. Dewan Pengawas.

(2) Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Direktuf ' 
'

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1,

angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan

angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub 
:"*tT 

yang berada di

bawah dan bertangungiawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf

e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang , berada di bawah dan

bertanggungj awab kepada Direktur.-

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2,

huruf d. angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2 dipimpin

oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Bidang.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi, Komite, Satuan Pengawas

Internal, dan Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Direktur

melalui kepala Seksi dan Kepala Bidang'

(T) Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayan4n kesehatan UPT;

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan

medis;

c. penyelenggaraan pendidikan dan,'pelatjhan sumber daya manusia dalam
, " . : :: .:.,

rangka meningkatkanl kennampuan,.: ''dalam pemberian pelayanan
. __,.:i.rt'r -t, ,, .

kesehatan; dan
.

d. penyelenggaraan penelitian d4r,I pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalarn iangka' pe.ningkatan pelayanan kesehatan

dengan memperhatikan,etika'ihau pengetahuan bidang kesehatan.

RINCIA$: TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

-8-

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPT mempunyai Tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna.

Pasal 8

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas

membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan

kesehatan Daerah.

{21 T\rgas sebagaimana d"imaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dan Pasal 7.
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2]|,

Direktur UPT mempunyai uraian tugas:

a. mengoord,inasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi unsur

organisasi UPT;

b. penetapan kebijakan penyelenggaraarl UPT sesuai dengan

kewenangannYa;

c. penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi; dan

e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan'

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

, Tata 'Usatra mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian, menyiapkan bahan,,tr"*1*taan' pembinaan' evaluasi

dan pelaporan kegiatan Rumatr saki!, pengelolaan administrasi keuangan,

pelayanan administrasi, .'kearsipan, kehu.masan, keprotokolan,

perlengkapan rumah tangga, grganisasi dan tatalaksa:", ":",tsis 
jabatan

.radang-undangan berdasarkan ketentuan

yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas UPT'

Untuk melaksanakan tug4s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan pen]rusunan rencana strategis

(RENSTRA), rencana kerja (RENJA), rencana kinerja tahunan dan

penataan kinerja UPT;

b. pengoordinasian pengusulan program dan kegiatan UPT dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Ketetapan Umum Anggaran-

Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

c. pengoordinasian dokumen pelaporan termasuk di antaranya laporan

penyelen ggaraar_ pemerintah Daerah, laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungiawaban dan

penerapan surat perintah membayar;

(2)



e.

f.
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d. pengoordinasian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan;

pengoord.inasian penelitian dan koreksi UPT dan perubahan UPT

serta rancangan UPT dan perubahan UPT;

pengoordinasian penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji,

pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat

menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanaan

kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga, sarana dan

prasarana UPT; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.ob.

(1)

Paragraf 1

Sub Bagian Umusr

Pasal 1O :

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan

pelayanan administrasi, kearsiapan, kehumasan, keprotokolan,

numah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis

jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasarkan

standar dan ketentuan yang beriaku guna menunjang pelaksanaan tugas

UPT;

Kepaia Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

melaksanakan tugas:

a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi,

kearsipan, kehumasan, keprcltokolan, perlengkapan rumah tangga,

organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi

peraturan Perundang-undangan ;

b. menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan

kepegawaian;

c. menyiapkan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi,

peraturan perundang-undangan, kehumasan, dan keprotokolan;

d. menyiapkan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah

tangga;

e. menyiapkan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan

analisis jabatan; dan

(21



Pasal 1 1

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan,

pembinaan, evaluasi d"an pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan guna menunjang tugas UPT.

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan

rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan

b. menyiapkan pelaksanaan penyusttrlan Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja

Tahunan dan PenetaPan Kinerja UPT;

c. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan UPT ke

dalam Rencana Kerja Per4ngkat Da€rah (RKPD) serta prioritas dan

Plafon Anggaran Sementarar(PPA$);"

d. menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokr-rmen dan pelaporan

termasuk didalamnya Laparan Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD) dan laPoran lainnYa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaafl, Evaluasi, dan Pelaporan

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelayanan administrasi keuangan berdasarkan standar dan ketentuan

yang berlaku guna menunjang tugas UPT.
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(21 Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

melaksanakan tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan

administrasi keuangan UPT;

b. menyiapkan pelaksanaan, meneliti dan koreksi dokumen Rencana

Kegiatan dan Anggaran murni dan perubahan di

integrasikan/dikonsolidasikan ke dalarn Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas;

c. menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan UPT;

d. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain

pegawai;

e. menyiapkan pencatatan dan pelaporan BMD peralatan dan

perlengkapan UPT;

f" menyelenggarakan pengelolaan kas, utang dan piutang UPT; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagr ..n Ketiga

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan etika dan mutu pelayanan

medis serta pengelolaan fasilitas pelayanan medik.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

a. pen1rusunan rencana kerja dan program pemberian pelayanan medis;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis;

c. pengupayaan keselarnatan pasien dibidang pelayanan medis;

d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis termasuk implementasi

standar akreditasi UPT; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan pelayanan

medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1

Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas

melaksanakan pembimbingan etika dan peningkatan mutu pelayanan

medik pada pelayanan medik.

(2) Kepala Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), melaksanakan tugas:

a. menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan bimbingan

etika dan peningkatan mutu pelayanan medik;

b. menyiapkan pen1rusunan pedoman pelaksanaan pembinaan etika

dan peningkatan mutu pelayanan medik;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan etika, mutu, kode etik, prosedur dan standar pelayanan

medik;

d. menyiapkan bahan pe1aksans.s.11,.:pengawasan dan pengendalian
'. l,':.,

pelayanan medik pada instatrasi pelayanan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
' ..::

tugas pokok dan fungsinYa.

Paragra

Seksi Asuhan Keperawatan, Profesi dan Etika Keperawatan

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, Profesi dan Etika Keperawatan

mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian asuhan

keperawatan, profesi dan etika keperawatan'

(2) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, Profesi dan Etika Keperawatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:

a. menyiapkan pen5rusunan rencana dan program kegiatan

penyelenggaraan asuhan keperawatan, profesi dan etika

keperawatan;
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b. menyiapkan penyelenggaraan pembinaan, peningkatan dan

pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan, pelayanan

keperawatan dan etika keperawatan;

c. menyiapkan bahan pembinaan, peningkatan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan keperawatan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinYa.

Paragraf 3

Seksi Peningkataa Mutu dan Sertifikasi Keperawatan

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 19

(1) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, standar pelayanan dan

fasilitas pelayanan di lingkungan instalasi-instalasi pelayanan penunjang

medik serta pelayanan penunjang non medik.

(21 Kepala Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), melaksanakan tugas:

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Keperawatan mempunyai

tugas melaksanakan pengkoordinasia.n, pengendalian peningkatan mutu

dan sertifikasi keperawatan.

(2) Kepala Seksi Peningkat Mutu dan Sertifikasi Keperawatan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), melaksanakan,-tuge's:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan

peningkatan mutu dan sertilikrasi keperawatan ;
.:..1.

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan,

evaluasi terkait peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan; dan

c. melaksanakan tugas, lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinYa.
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a. menjnlsun rencana dan program kegiatan pembinaan etika dan

mutu, fasilitas pelayanan penunjang medi serta pelayanan penunjang

non medik;

b. menyelenggarakan pembinaan dan pengaturan pelayanan penunjang

medik dan pelayanan penunjang non medik;

c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan

pelayanan Penunjang non medik;

d. pengoordinasian pengelolaan fasilitas pelayanan penunjang medik

dan pelayanan Penunjang non medik;

e. pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medik dan

pelayanan Penunjang non medik;

f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di

bidang penunjang unit pelaksanaan teknis UPT agar sesuai dengan

prosedur tetap dan peraturan perundang-undangan;

g. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan fasilitas bidang

penunjang;

rn penger,nbangan Sumber Daya Manusia Bidang

Pelayanan Penunjang UPT; dan

i. pelaksanaan tugas larn yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinYa.

Paragraf '1

Seksi Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 20

(u Kepala Seksi Pelayanaan Penunjang Medik mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, standar

pelayanan dan fasilitas pelayanan di lingkungan instalasi-instalasi

pelayanan penunjang medik.

(2\ Kepala Seksi Pelayanaan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana dan program kegiatan penyelenggaraan

pelayanan Penunjang medik;

b. menyiapkan bahan penyelenggaraall pembinaan dan pengaturan

pelaksanaan pelayanan d i instalasi-instalasi penunj ang medik;
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c. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan etika dan mutu

sumber daya manusia dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan

penunjang medik;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan di instalasi-instalasi

pelayanan penunjang medik;

e. menyiapkan bahan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan

penunjang medik;

f. mengoordinasi seluruh kegiatan instalasi/unit seksi penunjang klinik

agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing sesuai

dengan rencana kerja dan prosedur kerja yang telah ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. mengoordinir seluruh instalasi terkait agar dapat menjalankan

tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf dan

instalasi/unit seksi penunjang klinik agat pelaksanaan tugas

berjalan sesuai dengan ya4g telah direncanakan dan sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Po.ragraf 2' '

Seksl Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 2 1

(1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas

melaksanakan pengoordinasian, penyiapan kebutuhan sumber daya

manusia, standar pelayanan dan fasilitas pelayanan di lingkungan

instalasi-instalasi pelayanan penunj ang non medik.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), melaksanakan tugas:

a. menyiapkan bahan pen)rusunan rencana dan program kegiatan;

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan

pelaksanaan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang

non medik;
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c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan etika dan dan

sumber daya manusia dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan

penunjang non medik;

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan di instalasi-instalasi

pelayanan penunjang non medik;

e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan penggunaan fasilitas

pelayanan penunjang non medik;

f. melaksanakan pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan

UPT; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

DEWAN PENGAIIIAS

PasaL2? :

(1) Dalam rangka pengawasan tirhadap pelaksanaan UPT dapat d"ibentuk

De',r,an Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan :,Bupati atas usulan Direktur selaku

pimpinan UPT.

(3) Dewan Pengawas bertugas, melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pengelolaan UPT dengan Status Badan Layanan Umum Daerah

yang dilakukan oleh pejabat pengelola UPT mengenai pelaksanaan RBA.

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau

5 (lima) orang sesuai dengan nilai ornzet dan nilai aset.

(5) Dewan pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang

diusulkan oleh pejabat pengelola UPT dengan Status Badan Layanan

Umum Daerah;

b. mengikuti perkembangan kegiatan UPT dengan Status Badan

Layanan Umum Daerah, memberikan saran dan pendapat kepada

Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi

pengelolaan UPT dengan Status Badan Layanan Umum Daerah;
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c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja UPT dengan Status Badan

Layanan Umum Daerah;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola UPT dengan Status

Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan pengelolaan

UPT dengan Status Badan Layanan Umum Daerah;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun

non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting

untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola UPT dengan Status

Badan Layanan Umum Daerah; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Pelaksana

Pasal'.23 rr gugr 4v

(1) Jabatan Pelaksana adalah kelornpok, jabatan yang bertanggungjawab

terhadap pelayanan pupfi! seperti satpa,.tr-r, humas, petugas kebersihan,
'l ' I I' :' r'

serta administrasi UPf aan keuangan. '" '

(2) Jabatan Pelaksana bertanggurig,jaWab'pada atasan langsung sesuai tugas

dan fungsinya.

..
Bagian,I(edua

Jabatan Fungsioaal

Pasal24

(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas pelayanan sesuai dengan bidang

keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas merekomendasikan kewenangan

klinis kepada Direktur melalui Komite.

(3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
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Pasal 25

pada UpT dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat Non Struktural

seperti komite, Satuan Pengawas Internal, Instalasi, Staf Medik Fungsional,

Dewan Pengawas yang dibentuk dan bertanggungiawab kepada Direktur.

Pasal 26

(1) pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan UPT

sekurang-kurangnYa terdiri dari :

a. Komite Medik;

b. Komite Keperawatan;

c. Komite Profesional Pemberian Asuhan Lainnya (PPA);

d. Komite Hukum dan Etik, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan

Pasien (PMKP);

e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); dan

f. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)'

rgawas Internal adalah'satuAn kerja fungsional yang bertugas

melaksanakan pengawasan intern uPT, berkedudukan di bawah dan

bertanggungi awab kepada Direktur.

(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan

(4) Instalasi adalah unit pelayanan non stniktural yang menyediakan fasilitas

menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian UPT.

(5) pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan UPT.

(6) Staf Medik Fungsional adalah kelornpok dokter yang bekerja di bidang

medis dalam Jabatan Fungsional.

(7\ Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa,

pengobatan pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan

kesehatan, pen5ruluhan, pend.idikan, pelatihan, penelitian dan

pengembangan.
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BAB VII
TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal27

UPT menyeienggarakan tata kelola Rumah sakit dan tata Kelola Klinis

yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada

masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis

yang baik, UPT memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD

serta bidang kepegawaian.
l

Otonomi dalam pengelolaan keuangan'dan BMD sebagaimana dimaksud

ayat (21 meliputi perencanaarl, pelaksanaan, dan pertangungjawaban

keuangan serta penggunaan.dan penatausahaan BMD.

Dalam pengelolaan keuangan.. daa,,,,:BMD , serta bidang kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ,{Z} Diiektur bertanggungjawab kepada

Dinas melalui penyampaian laporan"keu&gan, laporan pengelolaan BMD

dan laporan pengelolaan kepegawaian.

Penyampaian laporan keuangan, 1,,4porq$lpenggunaan dan penatausahaan

BMD dan laporan pengetotaan kepga:iv6ian sebagaimana dimaksud pada

ayat (a) dilaksanakan sekali dalam sdtu tahun.

Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. ..

(3)

(4)

(s)

(6)

Bagian Kedua

Pengelolaan Keuangan

Pasal 28

Direktur bertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja UPT.
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Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 29

(1)

(21

UPT mengelola BMD.

pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan

kebutuhan dan pengangg arafl, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan'

pengamanan dan pemeliharaatr, penilaian, penatausahaan dan

pengend.alian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi UPT'

Direktur mempunyai wewenang dan bertanggungiawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD UPT;

b. mengajukan permohonan penetapan status O;"Y:"": O:t"ng yang

diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

peroiehan lainnYa Yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam

penguasaarlrlya],

d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk

kepentingan penyelenggara4n tugas dan fungsi UPT;

e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam

penguasaannya;

f. mengajukan usul pernanfaalan'dan pemindahtanganan barang milik

upa tanah dan I atau bangunan yang ,la:i memerlukan

persetujuan Dewan Peqryakilan Rakyat Daerah dan BMD selain tanah

d,an I atau bangunan;

g. menyerahkan BMD berupa tanah dan f ata.u bangunan yang tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT

dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui

Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas

penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya;

j. menyusl-tn dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran

dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam

penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan

k. hasil pemanfaatan BMD merupakan pendapatan uPT.

(3)
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Bagian Keempat

Pengelolaan Kepegawaian

Pasal 3O

Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara kepada

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan dan

pengelolaan pegawai baik yang berasal dari Aparatur Sipil Negara maupun

Non Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata H'uhungan', I(erja

.Pasal 31 ,l

Dalam melaksanakan tugas . pokok,-, dan f0ngsinya, Direktur, Kepala

Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub-:Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok

Jabatan Fungsional menerapkan .prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi unit dan instansi terkait: '

Setiap pimpinan unit organisasi sebagaimana d"imaksud pada ayat (1),

wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab pada

atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat

waktu.

t4)
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setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dan

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penJrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahannYa.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Tata Kelola Klinis

Pasal 32

Tata kelola klinis UPT ditetapkan dengan cata penerapan

en klinis meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data

klinis, risiko klinis berbasis bulti, peningkatan kinerja, pengelolaan,

rcngembangan Profesionalkeluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, tr

dan akreditasi UPT.

rkan fungsi ,,manajemen klinis sebagaimana dimaksud

Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan

peningkatan mutu darr keselamatan pasien'

BAB IX

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 33

Direktur adalah Aparatur Sipil Negara dari tenaga medis yang diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6)

(1)

(2)

(3) Dalam menerapkan standar, '*"ngutamakan peningkatan mutu dan

keselamatan pasien sebagairnana dimaksud pada ayat (2), UPT wajib

.kreditasi sesuai peraturan perundang-undangan'

(1)
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(4)

(s)

(6)

(7)
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Jabatan struktural selain Direktur diisi pegawai dari Aparatur Sipil

Negara atas usulan Direktur kepada Bupati sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator dan

jabatan pengawas UPT memenuhi persyaratan kompetensi:

a. Teknis;

b. Manajerial; dan

c. Sosial Kultural.

Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan wajib memenuhi

kompetensi pemerintah.

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur

dari tingkat dan spesialisasi pendidikan; pelatihan teknis fungsional dan

pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan

pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
diukur dari pengalaman kerje. berkaitan dengan masyarakat majemuk

dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan

kebangsaan. '
Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 antara

kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan

kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah,

pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah

kabupaten dengan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten serta

etika pemerintahan.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(8)

(e)
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Bagian Kedua

Eselon

Pasal 34

(1) Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau jabatan

Administrator.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon

III.b atau jabatan Administrator.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural

Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB )(

PENDANAAN

Pasa1,35

Sumber belanja UPT dapat bersumber dari:

a. Jasa Layanan;

b. Hibah;

c. Hasil bekerja sama dengan pihak lain;

d. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten; dan

e. Sumber lainnya" yeng sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito

Selatan Nomor 8 Tahun 2OL4 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok (Berita Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ol4 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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Pasal 37

Pez-atu-r:ar: Bupati i=i r-;rulai berlaku pada iar:gga3 diundangl:an.

Agar setiap oralig rSapai niengeiahuinya, memeriniahkan pengunciangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bariic Seiaian.

Diteiapkan ii Buntok,

2421

Diundangkan di Buntok,

pada tanggal ii pe;:*,:l:rr 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2A2L NOMOR T,*

1o, ji*se*te:'

h
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